GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUF NUSA TENGGARNA TIMUR
NOMOR { (o TAHUN 2021

TENTANG
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
REREASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINGI
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

mnimbang . a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemenntahan yang
bersih, efektil, transparan, dan akuntabel serta pelavanan
publik yang berkualitas dan terpercava diperiukan Sistem
Pemerintahan Berbasis Glektronik vang terintegrasi antar
perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinst Nusa Tengpara
Timur,
b, bahwa untuk mewujudkan tata Lkelola pemenntahan
sebagaimana dimaksud pada hurul a, diperlukan Arsttektur
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik vang
diatur dengan Peraturan Guberniur,

c. bahwa berdasarkan pertumbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang  Arsitektur Infrastrukur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provins: Nusa
Tenggara Timur;
mngingat : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Hepubhk
[ndonesia Nomor 1649),

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nepgara Republlk
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah denean
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubatan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
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3. Undang-Undang Womor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587 sebagaimana telah diubah beherapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2020
Momor 245, Tambahan Lembaran Megara Roepublik Indonesia
Nomor 6573];

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Hepubiik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatka Nomor:
41/PER/M.KOMINFQ/11/2007 tentang Panduan Umum Tata
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenpgara Timur Nomor 115 Tahun
2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provins
Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119];

=l

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun
2019 tentang Rencana [nduk Pengembangan e-Governrnent
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121}:

MEMUTUSKAN :

etapltan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR

INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUIV
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

alam Peraturan Gubernur ini vang dimaksudkan dengan :
Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Proinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPRE adalah
penyelenggaraan pemerintahan vang memanfaatkan teknolog tnformasi dan
komumlkasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBL,
Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBEE, dan keamanan
SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE vang lerintegrasi.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitekrur SPBE vang diterapkan di
pemerintah daerah.
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Infrastruktur SPBE adalah semua perangkal keras, perangkat lunak. dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi.
komunikasi data, pengolahan dan  peryimpanan data,
integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
Infrastruktiur SPBE Pemerintah Daerah adalah [nfrastruktur 8pne
diselenggarakan pemerintah daerah masing-masing.

.Jaringan Intra adalah janngan tertutup yang menghubungkan antar simpul

jaringan dalam suatu organisasi dalam hal ini antar Organisasi Perangkar
Daerah.

peranplat

yang

T

Janngan Local Area Netiwork (LAN) adalah jaringan komputer vang dibatasi oleh
area geografls yang relatil kecil dan umumnya dibatasi oleh area lingkunaar
scperti perkantoran atau sckolahan dan biasanva ruang linpkup
dicakupnya tidak lebih dan dua kilometer persegi.

2. Jaringan LAN Perangkat Daerah adalah Jaringan computer yang dibarasi dalam

satu arca kerja yaitu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
NTT.

yang

. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan.
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain vang meman{aatkan Lavanan SPBE,

- Internet adalah merupakan merupakan jaringan kemputer global vang saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

- Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah
lokasi terpusat vang digunakan untuk melakukan pengelolaan cdan pengawasan
jemingan internet dan intranet Pemerintah Dacrah Daerah [stimewa Yomrakarta

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

laksud ditetapkarnnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur,

lengendalikan pembangunan dan pengembangan infrastultur SPBE,
arangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dan
pada

Pasal 3

Jjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk -
menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Provins N
dalam Pembangunan dan Pengembangan Infrastrulct
Jaringan LAN (Laeal Area Network) di m
Pemerintah Provinsi NT'T,

usa Tengeara Timur
ur SPOE terutama dalam hal
asing-masing Peranekat Daerah linpkunp

- mewujudkan sinkronisasi dan pengintegrasian Jaringan LAN dengan Jaringan
Induk berbasis Fiber Optik (Backhone FOJ dan NOC (Network Operation Control
dan disebut Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTT vang

berpusat dan
dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Infortnatika Provinsi Nusa Tenpgara
Timur;

mewujudkan keselarasan pengelolaan, penggunaan, dan pemantaatan Telmolog)
Informasi dan Komunikasi dalamn lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar sejalan
dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan

- memastikan implementasi Teknalogi Informasi dan Komunikas berjalan dengan
baik dan berkelanjutan,
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Pasal 4

ang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

perencanaan arsitektur infrastruktur SPBE;

penyelenggaraan infrastruktur SPBE; ) _
wemantauan dan evaluasi penvelenggaraan infrastruktur SPEE; dan
r Y (2%

pembiayaan.
BAB II
PERENCANAAN ARSITEKTUR INFASTRUKTUR SPBE
Pasal 5

Perencanaan Arsitektur Infrastruktur SPBE meliputi : ' N
4. desain arsitektur jaringan LAN {Local Area Network) pada Perangkat Daerah;
dan _ | -.

b. desain arsitektur jaringan Intra Pemerintah Ling<up Pemerintah Daeran, '
Rincian lebih lanjut dari perencanaan sebagaimana dimalsud pada_a}-‘at N
adalah scbapaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yvang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

| Arsitektur Infrastruktur SPBE ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

| Prinsip dari Arsitektur Infrastruktur ini adalah :
a. ensiensi,
h. efektfitas;

c. keterpaduan;

d. kesinambungan;

¢. kearmmanan;

[, interopcrabilitas; dan
g. akuntabilitas,

Prinsip Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurufl a

optimalisasi pembiayaan, pemanfaatan sarana prasarana vang
mendukung pelavanan SPBE.

Prinsip Efektifitas scbagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan
optimalisasi waktu pelayanan dengan pemanfaatan sarana prasarana yang ada
untuk mendukung pelayanan vang maksimal. _

Prinsip Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurul ¢ merupakan
pengintegrasian sistem dengan memanfaatkan sumber dava vang ada.

Prinsip Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d merupakan
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastrukiur vang terencana,
bertahap dan terus menerus sesuai perkembangan teknologi.

Prinsip Keamanan sebagaimana dimaksud pada avat 2 huruf e merupakan

Jjaminan atas kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data dan informasi vang
dihasilkan pemerintah,

(=

merupalkan
ada unrl

Prinsip Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf ! merupakan
‘Ecuordmam dan kolaborasi antar perangkat dan sistem melalul jarinean
infrastruktur yang memadai,

Prinsip Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurutf g merupakan

kejelasan fungsi dan tanggung jawab serta peran infrastrulitur TIK dalam
mendukung layanan SPBE.
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BAB 111
PENYELENGGARAAN INFASTRUKTUR SPBE
Pasal 7

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Pemenntah Daerah dalam Periuran

Gubernur ini meliputl :

a. jaringan local area network (LAN) pada perangkat daerah; dan

b. Jaringan intra pemerintah daeral.

Jaringan Local Area Neowork (LAN) perangkat [aerah scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurula, merupakan Jaringan komputer vang dibatast dalars satu

lingkup perangkat daerah yang berfungsi sebagai :

a. sebagai resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan.
atau data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan
terscbut tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dar pemakai.

b. scbagai pemberi jaringan dalam suatu gedung atau ruangan; dan

c. sebagai penjamin adanya kearmanan data karena dikeloia dengan sistem
dan personal tertentu, _

Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru!

b, merupakan jaringan interkonelsi tertutup antar jarngan perangkat daeral

dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan

dalam melakukan pengiriman data dan informasi.

Pasal B

Apar penyelengaaraan I[nfrastruktur SPBE dapat memenuhi prinsip-prinsio
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2] Penyelenggaraan [nfrastrukiur
SPRE harus dilaksanakan secara mandiri, terintegrasi dan terstandarisasi
Mandiri vaitu pengelolaan infrastruktur  SPBE  harus  meminimalisi
ketergantungan pada pihalk-pihak non pemerintah,.

Terintegrasi vaitu keterhubungan dan pemanfzatan infrastruktur SPBE vang
terbangun antar perangkat Daerah.

Terstandarisasi yaitu adanya keseragaman aspek teknis dan pengoperasian
infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9
Pelaksana Penyelenparaan
Infrastruktur SPBE

Dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan Infrastruktur
SPBE maka pelaksana penyvelenggaraan Infrasiruktur SPBE ditetapkan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE diarahkan untuk pengintegrasian
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan melakukan pengintegrasian
dala dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE,

Teknologi Informast dan Komunikasi (TIK}] yang terintegrasi dapat dicapai
melalul pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar vang telah teraoddin,

penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan
teknologi analitik data,
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Pasal 10

Peran dan Tanggungjawab Dinas Komuniknsi dan Informatlka
Provinsl Nusa Tenggara Timur

inas Komunikas: dan Informatika Provinsi Nusz Tenggara Timur melaksanakan
dan menyelanggarakan pembangunan Jaringan LAN sesual dengan Rancanpan
Desain Topologi Arsitektur [nfrastrukiur Jaringan LAN (Local Area Network) dan
Jaringan Intra Pemerintah Daerali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
avat (1],

Memastikan lkelersediaan suinber daya yang dibutuhkan i dalam

pembangunan cdan penyelenggaraan Jaringan LAN pada masing-masing
perangkat daerah,

Memvalidasi Jaringan LAN dalam rangka interoperahilitas jaringan.
Melakukan Penpawasan, Pemantauan, Pengendalian terhadap pola distribusi
dan pemanfaatan Jaringan LAN.

Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keberlangsungan Jaringan LAN
vang ada pada perangkat daerah.

Pasal 11
Tugas Perangkat Daerah

Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinst Nusa
Tenggara Timur di dalam perancangan dan pembangunan J aringan LAN,
Melakukan pemeliharaan dan perawatan .Jarngan LAN di masing-masing
perangkat dacrah.

Menyediakan SDM tenaga IT atau yang memahami TIK sebagal tenaga teknis
atau administrator jaringan sckaligus menjadi narahubung pada masing-
masing perangkat dacrah.

BAD IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN INFASTRUKTUR SPBE
Pasal 12

Pemantauan penyelenggaraan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk mengulkur

kemajuan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mendukung lavanan
SPBE.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan infrastrulaur
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pemmantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dilaksanakan melalul
proses audit secara sistematis, objektil dan terdokumentas

Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur
diatur secara tersendiri sebagaimana vang telah ditetapkan,
Penetapan Arsitektur ini dapat disesuaikan dengan situasi kondisi dan

perkembangan teknologi yang ada, dan dapat dilakukan review dokumen sesial
keadaan.

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan vang dipergunakan untuk Pembangunan Jaringan LAN dan
Jaringan intra Pemerintah Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaiul DPA Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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(2) Hasil perhitungan besaran anggaran yang terdapat didalam dokumen Arsitektur
Infrastruktur Jaringan LAN (Local Area Network) dan Jaringan Intra Permerintah
Daerah dibuat berdasarkan analisa pembiayaan tahun anggaran 2020 dan
dapat dilakukan penyesuaian sesuai harga satuan tahun berjalan dan
perkembangan teknologi.

(3) Semua  perencanaan  anggaran  untuk  pembiayaan perencanaan.
per.yelenggaraan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastrukiur
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung SPBE dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
sumber-sumber lain yang sah.

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasel 14

Perangkat Dacrah yang telah memiliki perangkat infrastruktur tersendiri dengan

berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan sesual dengan ketentuan
dalam Peraturan Gubernur ini.

BAEB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
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